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Perubahan Organisasi dalam
Post=-Privatisasi
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Abstrak

Privatisasi untuk sementara waktu menjadi trend di
banyak negara tentang bagaimana suatu negara
merestrukturisasi state owned enterprise (SOE). Tidak
banyak penelitian dan analisa yang melihat proses
transformasi organisasi setelah privatisasi dilakukan oleh
pemerintah suatu negara (post-privatisasi). Tulisan ini
akan memfokuskan pada proses transformasi organisasi
di periode post-privatisasi dan bagaimana proses ini bisa
berjalan lancar seperti yang diharapkan.

Kata kunci : Privatisasi

Privatisasi

Gelombang privalisasi tidak hanya
terjadi di negara berkembang (develop-
ing courilry} tetapi banyak negara maju
{developed couniry) di masa lampau
melakukan hak serupa. Aktivitas
privatisasi yang dilakukan cleh negara
dimulai di Jerman semasa pemerintahan
Kenrad Adeneur di tahun 1961, yang
meluncurkan ide pertama kali tentang
program de-nasionalisasi {Megginso,
et al, 1994). Selanjutnya program
privatisasi ini dilanjutkan oleh Inggris di
awaltahun 1980 andibawah pemerintah-
an Margaret Thalcher. Periode selanjut-
nya, 1985-1993, negara seperti Den-
mark, Itali, Chili, Malaysia dan Singapore
melakukan privalisasi sfale-own- enter-
prise (SOE). Semenlara pemerinlah In-
donesia juga sedang melancarkan pro-
gram privatisasi sejumlah BUMN. Pada
saal tulisan ini dibuat, terakhir tercatat
divestasi 41,94% saham PT.Indosat
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yang dibeli oleh Singapore Technolo-
gies Telemedia (STT), terlepas dari
polemik yang menyertai prosesnya.
Semantara sejumlah BUMN juga
sedang disiapkan untuk diprivatisasi di
tahun 2003.

De-nasionalisasi atau yang lebih
dikenal Privatisasi bisa diarlikan secara
sempit {narrow conception) dan luas
(broad conception) {Ramamurti, 2000).
Definisi sempit dari privatisasi adalah
seluruh aktivitas yang ditujukan untuk
mentransfer beberapa atau semua
kepemilikan danfatau kontrol peme-
rintah atas SOE ke sektor swasta.
Definisi luas bisa diartikan segala
aktivitas pemerintah yang ditujukan
untuk meningkatkan peranan swasta
dalam perekonmian. Hal ini meliputi
kebijakan tentang liberalisasi ekonomi
dan perbaikan fungsi instilusi swasla
dan pasar dalarm perekonomiann. Lebih
lanjut, ke dua konsep privatisasi bisa
diaplikasikan terpisah atau bersamaan.
Artinya pemerintah bisa men-deregulasi
kebijakan untuk meningkatkan peran
swasta .dalam perekonomian (broad
sense) tanpa menjual aset SOE (parrow
sense) dan sebaliknya. Pemerintah juga

bisa melakukannya secara bersamaan,
penjualan aset SOE diiringi oleh paket
de-regulasi di tingkat industri dan
nasional.

Riset tentang privatisasi sangat
ditandai bahwa pregram ini berkaitan
erat dengan aktivitas politik di suatu
negara (Boycko etal., 1996; Perotti, 1995;
Durrant & Legge, 2002). Sehingga,
proses privalisasi juga dilihat sebagai
transfer kontrol atas SOE dari para
politikus ke manajer swasla (Boycko et
al., 1996). Selain itu juga aklivitas
privatisasi ini sangat rentan dengan issu
yang berkaitan dengan identitas nasional
suatu negara dan nasionalisme
(Rothgeb, 2002). Terutama ketika
pemerintan akan memprivatisasi SOE
yang bersifat strategis bagi suatu negara
baik dari sisi besaran aset, penyediaan
lapangan kerja, identilas nasional dan
potensi terganggunya ‘public service'.

Melihat pentingnya proses privalisasi
bagi ekonomi suatu negara mengakibat-
kan proses ini berpotensi untuk me-
munculkan konflik antara yang pro- dan
kontra (Miller & Simmons, 1998).
Mengakibatkan pemerintah harus
mempertimbangkan opini publik dan
perspeklif masyarakat tentang program
ini {Thompson & Elling, 2000; Durant &
Legge, 2002}). Dengan melihal opini
publik, pemerintah akan dapat melihat
secara persis bagaimana persepsi
masyarakat tentang program privatisasi.
Sementara opnini publik berpotensi
memunculkan potensi perilaku yang
dapat menghambat proses ini baik
secara langsung maupun tidak
langsung. Reaksi langsung bisa ber-
wujud penolakan program privalisasi
dari masyarakal, serikal buruh dan
manajemen SOE. Sementara reaksi
tidak langsung terjadi kelika kepenling-
an-kepenlingan politik menggunakan
isu penolakan ini untuk menghambat/
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menggagalkan proses privalisasi.
Tujuan akhir dari analisa opini publik ini
tentunya privatisasi diharapkan men-
dapatkan dukungan dan memperlancar
proses reslrukturisasi ekonomi secara
keseluruhan sesuai perencanaan
strategik pemerintah.

Alasan dan molif mengapa banyak
negara baik maju dan berkembang
melakukan privatisasi atas sejumiah
SOE cukup beragam. Ramamurti (2000)
menyatakan bahwa penyebab banyak
negara melakukan privatisasi bisa di
lihat dalam 3 {tiga) level analisa; (1} level
perusahaan, {2) level industri, dan (3)
level negara. Bahwa menganalisa
fenomena privatisasi tidak bisa
dilakukan hanya melalui satu level
analisa saja, namun sangat dianjurkan
melihat dalam mulli-level analisa dan
aspek-aspek lain yang menyertai proses
ini seperti kondisi sosial ekonomi, poliltk,
industri dan lingkup kinerja SOE.

Di level perusahaan, buruknya dan
inefisiensi kinerja SOE di level per-
usahaan (Boykco et al., 1998; Megginso
et al., 1994) tidak dapat dipisahkan dari
‘naiure’ SOE ilu sendiri. Terdapat dua
faktor yang mengakibatkan mengapa
SOE berkinerja tidak seperti yang
diharapkan; (1} status kepemilikan, dan
{(2) tujuan dasar SCE. Penelitian mem-
buktikan bahwa sangat sulit untuk
mendefinisikan status kepemilikan SOE,
seperli yang dinyatakan Aharoni {1982)
bahwa SOE ‘an agent without principal .
Ketidakjelasan status kepemilikan ini
bisa melahirkan permasalahan ‘agency
(Fama, 1980; Eisendhardt, 1988) dan
sulitnya menenlukan siapa yang
berlanggung jawab terhadap baik
buruknya perfomance SOE.

Semenlara tujuan dasar SOE
berbeda dengan perusahaan swasta
{Ramamurti, 1987a). Maksimalisasi
keuntungan (profif) semata, yang
merupakan ciri dan perusahaan swasta,
tidak bisa dipakai parameter sebagai
acuan keberhasilan dari SOE. Karena
SCE juga mengemban misi lain yaitu
seperti; penciplaan lapangan kerja,
pengembangan teknologi nasional,
motor penggerak ekonomi daerah dan
penyediaan barang dan jasa yang lidak
diminali kalangan swasta. Sehingga
kehadiran SOE lebih diutamakan unluk

memenubi 'public interest dan ‘national
interesf (Ramamurti, 1987a). Karak-
teristik dasar ini yang membuat SOE
berjalan secara ‘at all cost dalam
mencapai -fujuan dasamya. Sementara
ketidakjelasan slatus kepemilikan juga
memberikan peluang perilaku Korupsi
antara kepentingan politik dengan SOE
(Miller & Simmons, 1998).

Di level industr, privatisasi dibanyak
negara didorong oleh kenyataan bahwa
‘public utilities' industri memiliki
masalah monopoli sebagai akibat lidak
adanya persaingan {Aharoni, 1986).
Sementara persaingan di dalam induslri
dibutuhkan untuk memperbaikin
elisiensi dan 'competitiveness’ sualu
perusahaan {(Porter, 1980}). Induslri
pengolahan air minum, listik, pener-
bangan dan telekemunikasi di banyak
negara beroperasi dalam struktur
induslri menopoli. Untuk meningkatkan
peran swasta (privatisasi) pemerintah
bisa menggunakan instrumen regulasi
dan privatisasi {Ramamurti, 2000},
misalnya pemerintah membuka pintu
masuknya pihak swasta datam industri
itu melalui proses de-regulasi. Selain
itu pithan lainnya adalah melalui
kepemilikan swalsta atas aset SOE.

Sebagian besar kasus privatisasi di
banyak negara lebih disebabkan oleh
faktor ke-liga yaitu permasalahan-
permasalahan di tingkat makro-
nasional (Boubakri & Cosset, 1998).
Pimana program privatisasi ditujukan
untuk mengurangi beban pemerian
subsidi negara ke SOE dan juga melalui
penjualan aset SOE diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap
penerimaan negara. Sementara itu
melalui privatisasi diharapkan dalan
jangka panjang penerimaan negara
akan pajak juga meningkat {Boycko e!
al, 1996). Privatisasi massal (mass
privalization)) yang dilakukan di Russia
dan kebanyakan negara Eropa Timur,
misalnya, juga didorong oleh per-
masalahan di level nasional, yaitu
keinginan untuk mereformasi dan
menciptakan pasar baru paska-
komunis melalui perubahan secara
radikal {Spicer et al., 2000). Sementara
ilu peranan dari lembaga intemasional
sepenti dana oneter internasional {IMF)
dan Bank Dunia {(world bank]) juga telah
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memberikan tekanan kepada negara-
negara berkembang untuk melakukan
privatisasi {Ramamurti, 1987b).

Penelitian menunjukkan bahwa
tujuan program privatisasi cukup
beragam. Misalnya, tujuan dari program
privatisasi Margaret Thatcher ditujukan
untuk; (1) meningkatkan pendapatan
negara, {2) meningkatkan efisiensi, (3)
mengurangi intervensi pemerintah
dalam ekanomi, {4) distribusi kepemilik-
an, (5) menciptakan peluang baru
melalui persaingan, (8) memaksa SOE
ke mekanisme pasar {Price Waterhouse,
1980). Sementdra Megginson et al.,
(19924) menambahkan bahwa privatisasi
di knggris juga dilujukan untuk rmengem-
bangkan pasar modal domeslik.
Kaufman dan Siegelbaum {1996) dan
Boycko et al., (1996) melihat dari sisi lain
yaitu privatisasi ditujukan untuk
mengurangi korupsi melalui pemindah-
an kontrol dari politikus ke manajer
swasta, sehingga transparansi kinerja
intemal SOE bisa diawasi .oleh publik
dan pemegang saham lainnya secara
lebih terbuka dan transparan.

Perubahan Tekanan Organisasi
Kita sepakat dengan Ramamurti
(2000) bahwa privatisasi adalah proses
yang kompleks, privatisasi tidak hanya
sebatas penjualan aset dan pemindah-
an konlrol negara ke swasta, lebih dari
itu privatisasi melibatkan transiormasi
arganisasi SOE ke struktur dan proses
baru. Privatisasi tidak hanya meng-
akibatkan perubahan struktur institusi
internal SOE {Johnson ef al, 2000},
melainkan juga merubah tekanan
institusi luar ke organisasi SOE. Dalam
artikel ini, kita mengasumsikan bahwa
perubahan tekanan institusi luar
{(pemindahan kontrol pemerintah ke
swasta, berubahnya struktur indusltri
monopoli ke struktur pasar dan tuntutan
SOE agar lebih transparan) akan
mempengaruhi bagaimana transfor-
masi internal SOE. Tekanan inslilusi
baru yang diterima SOE hasil privatisasi
bisa berasal dari internal maupun
eksternal. Tekanan internal sangat
berkaitan dengan perubahan slatus
kepemilikan dan kontrol SOE, semen-
lara tekanan instilusi eksternal berkaitan
eral dengan berubahnya struktur industri




akibat kebijakan de-regulasi peme-
rintah.

Perubahan tekanan institusi internal
terjadi ketika pemerintah menjual
sebagian atau keseluruhan aset SOE,
baik melalul 'share issue' atau 'anchor
investor (Megginson et al., 1994, Assar
& Young, 2002). Perotti {1995) meng-
anjurkan penggunaan tender publik
sebagai pilihan metode unluk menjual
aset ke invstor untuk memaksimalkan
nilai perusahaan SOE. Sementara Rusia
menggunakan -metode voucher, yaliu
distribusi’ secara' meluas kepemilikan
publik atas SOE dengan harga yang
sangat murah (Shlapentokh, 1993).
Penjuatan kempeilikan aset SOE ini
mengakibatkan menurunnya kontrol
pemerintah dan meningkatkan kontrol
publik dan swasta. Sehingga peranan
pemerintah dalam me-manage SOE
perlahan-lahan atau secara drastis
digantikan oleh peranan manajer
profesional yang ditunjuk oleh pemilik
baru.

Tekanan yang dihadapi SOE yang
diprivalisasi lidak hanya berasal dari
‘perubahan status kepemilikan, namun
seringkali 'narrow privatization' ler-
kadang diserlai dengan 'broad
privatizatior?, artinya pemerintah tidak
hanya sebatas menjual aset SOE tetapi
juga men-deregulasi industri yang
memungkinkan adanya pesaing baru
masuk dan memungkinkan perubahan
struktur kompelisi industri. Perubahan
peraturan industri bisa dilakukan
sebelum atau sesudah proses privati-
sasi. Dalam hal ini, SOE dihadapkan
pada struktur industri baru dan dituniul
untuk bersaing secara sehat di level
industri. Perilaku- seperti pem-

bahwa SOE yang diprivatisasi akan
mendapat dua tekanan institusi baru
baik internal maupun ekstemnal. Dalam
artikel Ini kila sependapat dengan
Johnson et af., (2000), Cunha dan Cog-
per (1995), dan Spannow dan Cooper
(1998) bahwa proses privatisasi juga
harus memper-timbangkan aspek
perubahan internal SOE sebelum
perusahaan tersebut berkinerja seperti
yang diharpkan sebelumnya. Senada
dengan hal itu, Nellis (1998) meng-
ungkapkan bahwa tidak semua SCE
yang diprivatisasi berkinerja lebih baik
dibandingkan sebelum diprivatisasi.
Selain itu Baumol {1993) dengan melihat
pengalaman negara Rusia, Polandia
dan Rep. Ceko mengingalkan bahwa
privatisasi bempotensi untuk mencipta-
kan ‘vested inferest antara manajemen
lama dan baru, yang berpengaruh
lerhadap ketidakmampuan manajemen
SCE beradaptasi dengan lingkungan
baru.

Seharusnya privatisasi bukan hanya
proses yang melibalkan analisa
ekonomi, keuangan dan politik seperti
yvang dijelaskan banyak literatur
(Megginson et al., 1994; Peroctti, 1995;
Durant & Legge, 2002; Boycko et al.,
1996; Ramamuri, 1987b; Boubakri &
Cosset, 1998), namun proses ini juga
harus melihat perubahan organisasi
internal SOE selama Post-Privatisasi.
Sehingga kita membuluhkan pen-
dekatan dan analisa teori organisasi
dan manajemen strategi unluk meng-
analisa fenomena Post-Privatisasi.
Dalam artikel ini Post-Privatisasi

didefinisikan sebagai ke semua proses
dan aklivitas yang dilakukan agen
{pemerintah dan/atau manajemen SQE)
untuk menyesuaikan dirf setelah proses
penjuatan aset dan pelimpahan kontrol
dar negara ke swasta selesal, Kila akan
mamfokuskan dirfi pada akfivitas yang
dilakukan oleh manajer baru SOE untuk
metakukan penyesuaian organisasi
SOE dengan lingkungan kempetisi baru.

Artikel ini akan memfokuskan diri
tentang apa yang bisa dilakukan oleh
manajer untuk melancarkan proses
transisi organisasi selama Post-
Privatisasi. Kita melihal bahwa baik
privatisasi yang dilakukan secara
sebagian (partial) ataupun yang
dilakukan secara keseluruhan {full) akan
membawa pengaruh baru terhadap
perilaku para manajer. Meskipun
pemerintah hanya menjual sebagaian
saham (kepemilikan) dalam proses
privatisasi sebagian (partial) dan
mempertahankan komposisi top
manajer lama, namun tuntutan untuk
merubah praket bisnls lebih transparan,
pelaksanaan good corporate gover-
nance dan profesionalitas dar publik,
tidak bisa dilalaikan oleh para top
manajer. Sehingga para top manajer
(lama atau baru atau gabungan ke
duanya) diharapkan bisa menyesuaikan
diri dan membawa organisasi ke bentuk
baru yang lebih efisien.

Perubahan dalam Organisasi
Sparrow dan Cooper (1998) me-

nyatakan bahwa perubahan organisasi

dan proses bisnis Posl-Privatisasi
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memiliki banyak kesamaan dengan apa
yang terjadi dengan aktivitas downsizing
dan restructuring yang dilakukan oleh
perusahaan swasta pada umumnya.
Namun Post-Privatisasi memiliki
karaklerislik yaitu kandungan kepenting-
an politik sangat mewarnai proses
transisiini (Rothgeb, 2002; Perotti, 1995).
Mengakibatkan top manajemen masih
harus mempertimbangkan isu-isu yang
berkaitan erat dengan politik selama
proses Post-Privalisasi. Selain itu juga,
top manajemen dituntut untuk bisa
melepaskan diri dari kepentingan-
kepentingan polilik, yang terbukti bisa
membawa kinerja SOE jatuh dalam
praktek korupsi {Kaufman & Siegelbaum,
1996) dan inefisiensi (Ramamurti,
1987b). Top manajemen diluntut uniuk
mampu tidak hanya menlransformasi
organisasi ke benluk bamu, melainkan
juga melepaskan diri dari isu-isu yang
bemotensi carnpur tangan kepentingan
politik selama Post-Privatisasi.
. Perubahan atau de-institusinalisasi
atas nilai, kebiasaan, tradisi dan aktivitas
-yang lerjadi di organisasi SOE selama
proses privatisasi dan post-privatisasi
merupakan hasil gabungan antara apa
yang terjadi di lingkungan ekstemal dan
lingkungan internal {Ofiver, 1992).
Privatisasi membawa perubahan
seperti penggantian top manajer lama
dan dimasukkan manajer baru yang
lebih berorientasi ke pasar {Cunha &
Cooper, 1998). Dengan dimasukkannya
manajer baru diharapkan akan mem-
bawa perubahan organisasi seperti yang
diharapkan. Kemudian pertanyaan
selanjutnya apakah dengan berubahnya
komposisi manajer akan selalu
membawa dampak positif terhadap
perubahan perilaku karyawan secara
keseluruhan. Semenlara tanpa dukung-
~an dari karyawan perubahan yang
dilakukan oleh manajer di SOE hasil
privalisasi akan menimbulkan perilaku
keengganan untuk berubah {Greiner &
Barnes, 1970; Lawrence, 1973).
Semenlara perilaku resistensi terhadap
perubabhan yang bisa diwujudkan dalam
aksi pemogokkan, unjuk rasa dan
demonstrasi karyawan bisa dipakai
kepentingan-kepentingan palitik untuk
kembali mempengaruhi manajemen
intemal SOE (Perotti, 1995: Kaulman &

Siegelbaumn, 1996}

Post-privatisasi- adalah proses yang
panjang dan kompleks. Manajer dalam
mengawali perubahan dalam organi-
sasi bisanya akan.merubah; (1) strukiur
organisasi, dan (2} strategi organisasi
(Chandler, 1962}, Struktur dalam hal ini
bisa diartikan sebagai benluk bagan
organisasi dan divisi, dan _juga pola
interaksi sosial dalam organisasi
(Ranson .at al, 1984; Gidden, 1973).
Menurut Whittington. et al, (1999)
lingkungan kompetisi baru memberikan
tekanan ternadap organisasi birokrasi
dalam dua hal. Pertama, panjangnya
Jalur hirarki menjadi .terlalu mahal.
Kedua, jalur hirarki ini bisa menghambat
aliran informasi dan kecepatan: dalam
menjawab peluang dan acaman
lingkungan eksternal. Menghilangkan
jumlah level hirarki biasanya disertai
dengan peningkatan desentralisasi dan
operasionalisasi {(Ghosal & Bartlett,
1998). Desenlralisasi menjadi unit-unit
yang lebih kecil meningkatkan hubungan
antar fungsional dan kerja sama antar
sub-unit. Sehingga terdapat transfor-
masi struktur dari strukiur kaku ke struktur
yang lebih responsif terhadap lingkung-
an kompetisi.

Perubahan kedua vyang bisa
dilakukan oleh manajer di pericde post-
privatisast adalah perubahan dalam
strategi perusahaan. Chandler (1962)
mendefinisikan strategy sebagai ‘the
delermination of the basic long-lerm
goals and objeclives of an enterprise,
and the adoption of courses of action and
the afiocation of resources nacessary for
earrying out these goals. Dalam nada
yang sama Hofer dan Schendel (1578)
mengartikan strategy sebagai ‘the basic
characteristic of the maich an organiza-
tion achieves with its environmeant . Post-
privatisasi adalah periode transisi
dimana SOE mendefinisi ulang tujuan
dasar perusahaan dan langkah-langkah
strategis untuk mencapai tujuan
tersebut. Sementara strategi akan
memiliki dampak yang luas dan penting
dalam proses sebuah organisasi
(Mintzberg etaf, 1876).Tidak hanyalujuan
dasar yang mesli dirubah, namun juga
cara untuk mencapainya juga dirubah.
Karena kegagalan perusahaan dalam
implementasi siralegy adalah ketidak-
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mampuan menerjemahkan tujuan dan
strategi ke aaktivitas dan program
spesifik untuk mencapainya.

Untuk melancarkan proses transisi
organisasi SOE di post-privatisasi, top
manajement membutuhkan dukungan
dari karyawan. Sehingga kita akan
masuk ke diskusi berikutnya vaitu
dengan mekanisme seperti. apa top
manajemen akan mendapatkan
dukungan dari karyawan atas perubah-
an yang sedang dilakukan. Barr et al,
{1992) melihat pentingnya .uniuk
mempertimbangkan ‘interpretative
scheme’ dalam proses perubahan
dalam suatu organisasi. Karena hal ini
penting untuk memulai proses per-
ubahan dan mengarahkan perubahan
organisasi.

Skema Interpretasi dalam Post-
Privatisasi .

Untuk melancarkan proses transisi
di post-privatisasi, top manajgmen akan
mendapatkan banyak hambatan kelika
para -karyawan masih berpikir. dan
berperilaku sama seperti sebelum SOE
diprivatisasi. Sehingga hal yang perlu
mendapat perhalian yailu bagaimana
merubah pola pikir karyawan, karena
hasil interpretasi karyawan akan
mempengaruhi aksi yang akan dilakukan
(Argyris & Schon, 1978; Daft & Weick,
1984). Karena karyawan SOE sudah
terbiasa dengan perilaku lama seperti
birokrasi, inefisiensi, kelambanan
beroperasi, subsidi dan dukungan
pemerintah, sementara lingkungan baru
menuniuk mereka unluk berjalan secara
elisien dan mampu merespon tanlangan
pasar dengan cepat. Seperinya akan
sulit diharapkan adanya perubahan
perilaku tanpa adanya perubahan pola
pikir tentang bagaimana karyawan
memandang arti perubahan organisasi
selama post-privatisasi.

Interpretasi adalah proses mener-
jemahkan suatu kejadian, mengem-
bangkan model untuk memahami,
memberikan arti dan pembangunan
konsep dalam sualu kelompok (Daft
&Weick, 1984). Proses ini juga melibal-
kan 'fudgemenf dan intuisi si individu
atau kelompok. Skema interpretasi
beroperasi sebagai asumsi fundamen-
tal tentang mengapa suatu peristiwa




terjadi dan bagaimana orang bereaksi
terhadap evenlersebut (Bartunek, 1984).
Skerna interpretasi divakini sebagai cara
dan jalan bagaimana suatu individu atau
kelompok memahami lingkungan
eksternal, yang kemudian memberi ari,
dan bertindak dalam suatu aksi melalui
proses pembelajaran (feaming) (Daft &
Woeick, 1984). Karena skema interpretasi
akan menciptakan keyakinan dan arii
akan suatu even yang.kemudian meng-
arahkan tindakan, maka dipandang periu
untuk mernpertimbangkan hal ini selama
proses perubahan organisasi. Semen-
tara perubahan dalam struktur dan
strategi organisasi membutuhkan
dukungan perubahan perilaku karyawan
{Greiner & Barnes, 1970). Proses
adaplasi dengan lingkungan baru tidak
akan berhasil kecuali karyawan mampu
marubah perilaku dan kebiasaan lama
dalam berhubungan dengan karyawan
lain dan yang- berkaitan dengan
pekerjaan. Sehingga dalam proses post-
privatisasi juga membutuhkan suatu
sistem untuk merubah skema inter-
pretasi.lama karyawan untuk mem-
bentuk peritaku baru. Selama post-
privalisasi diharapkan perilakv baru
tidak hanya muncul dikalangan top
manajemen, melainkan juga di lingkup
karyawan bawah.

Dalam post-privatisasi tidak hanya
para manajer saja yang merekonstruksi
skema interpretasi, namun karyawan di
level bawah juga membangun skema
interpretasi, berdasarkan informasi yang
diterima. Karyawan di lingkup bawah
Jjuga melakukan hal yang sama dengan
apavyangdilakukan manajer di level atas.
Karyawan juga rnelakukan aktivitas
seperti berinteraksi dengan lingkungan
luar melalui proses scanning, monilor-
ing, sense making, inlerpretasi,
pemahaman suatu even dan learning.
-Sehingga organisasi berjalan lidak
seperti mesin, malainkan melalui
pengambilan kepulusan individu dalam
berperilaku di suatu organisasi (Greiner
& Bames, 1970).

Karena kondisi (nature) pekerjaan
antara top management dengan
karyawan dilingkup bawah berbeda,
dimana top manajemen berinteraksi
dengan lingkungan yang sifatnya
strategis seperti pemegang saham,

peraturan pemerintah dan struktur
industri, sementara karyawan bawah
lebih berinteraksi dengan hal-hal yang
sifatnya teknis, administrasi dan
operasional. Hal ini akan mem-
pengaruhi jenis informasi yang akan
diterima oleh top managemen dengan
karyawan di tingkat bawah berbeda.
Mengkonsumsi informasi barbeda akan
membuat adanya jarak (gap) interpretasi
tentang privalisasi antara top manage-
ment dan karyawan. Top manajemen
melibat privatisasi sebagai langkah
penting untuk mentranstormasi organi-
sasi SOE ke arah efisiensi, sementara
karyawan bawah memandang privati-
sasi-sebagai-langkah untuk pengurang-
an, perampingan dan pemindahan
karyawan. Hal ini menunjukkan adanya
perbedaan persepsi tentang penlingnya
perubzhan yang akan dilakukan.
Membiarkan para karyawan hebas
mengartikan proses perubahan dalam
posl-privalisasi akan sermakin mening-
katan jurang pemisah gap anlara ani
dan makna perubahan antara top
manajemen dan karyawan. Sementara
literatur dalam perubahan organisasi
menunjukkan bahwa perubahan dilihat
dalam kacamata psikologis sosial

memiliki kecendemungan kuat mencipta-

kan perilaku ‘inrertiz’ (Miler & Friesen,
1984}, perilaku ini muncul karena ada
kelidakpastian tenlang perubahan yang
diterima cleh para karyawan. Duncan
{1972) menyatakan bahwa terdapat tiga
komponen ketidakpaslian (perceived
uncertainty); (1) kurangnya informasi
tentang suatu even daiam memutuskan
sesuaty, (2) kurangnya pengatahuan
(knowledge) tentang keputusan
organisasi, dan (3} kurangnya kemam-
puan tentang probabilita kemungkinan
yang akan muncul terhadap keputusan.
Keliga hal ini akan berpengaruh secara
signifikan dalam penciptaan ketidak-
pastian selama proses post-privalisasi.

Dalam nadayangsarnaZinder {1974}
mengungkapkan bahwa sumber peri-
laku resistensi dalam sualu perubahan
adalah; (1) perilaku resistensi akan
muncul kalau tidak adanya kejelasan
tentang perubahan bagi crang yang akan
terpengaruh oleh perubahan tersebut,
(2) kenyataan bahwa berbeda orang
akan berbeda pendapat, (3) perilaku

resistensi muncul ketika karyawan
terjebak dalam kekuatan pro- dan kontra
akan perubahan, dan (4) resistensi
muncul ketika perubahan mengabaikan
institusi yang telah ada dalam suatu
corganisasi. Kemudian bagaimana
manajer mempengaruhi skema inter-
pretasi lama, karyawan SOE selama
posl-privatisasi menjadi proses yang
penling dilakukanr selama proses
lransisi organisasi. .

Untuk mendapatkan perubahan
perilaku seperti yang diharapkan paling
tidak ada liga faktor yang harus ada; (1)
karyawan memandang perlunya per-
ubahan, (2) mampu untuk berubah, dan
{3} membutuhkan agen yang mampu
menyampaikan perubahan yang dapat
diterima oleh karyawan (Barllett & Keyser,
1973). Perubahan skema interpretasi
ditujukan untuk mempengaruhi opini
dan pola pikir karyawan tentang perlunya
sebuah perubahan organisasi dan
prakiek bisnis selama post-privatisasi.
Sehingga karyawan akan dapat mefihal
proses perubahan dengan cara baru
dan mampu menciptakan pemahaman
meluas antara si pengambil keputusan
(manajer) dan karyawan. Pemahaman
bersama diyakini lidak hanya akan
memberikan kontribusi positil selama
post-privatisasi melainkan juga mampu
mengurangi munculnya perilau resis-
lensi dari para karyawan.

Merubah Skema Interpretasi

Skema interpretasi dapat dibagi
kedalam beberapa tingkatan abstraksi;
level 1 (sistern kepercayaan, nilai dan
norma), level 2 {misi dan tujuan), level 3
tentang ‘metarules’ (Laughin, 1991).
Sementara Levy (1986) membagi
skema inlerprelasi menjadi 4 (empat)
lingkalan; proses inti {core process),
budaya, misi dan paradigma. Proses
inli berkaitan erat dengan struklur, proses
pengambilan kepulusan, komunikasi dll.
Budaya mengacu kepada sistem
kepercayaan (befiefs), nilai dan norma.
Misi diartikan sebagai tujuan dan pro-
gram umum yang mengarahkan tindak-
an. Sementara paradigma sebagai
‘mefarule’ yang mendasari dan mem-
beri arah semua tingkatan.

Levy (1986} yang diilhami oleh ilmu
biologi dan cybernetic, menyatakan
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bahwa perubahan bisa dikategorikan
sebagai morphoslasis (order pertama)
dan morphogenesis (order ke dua).
Secara fundamental perubahan rmor-
phostasis membuat sesuatu kelihatan
berbeda meskipun secara dasar masih
dalam slruktur yang sama. Sementara
morphogenssis adalah pola perubahan
yang merubah secara mendalam
sampai ke kode genetika, yang bisa
mempengaruhi generasi masa depan.
Perubahan morphogenetik terjadi
dalam sebuvah organisasi ketika
pandangan terhadap model organisasi
lama dipertanyakan sebagai hasil
pembelajaran dan memunculkan model
baru dan ketika proses baru ler-
institusionalisasi untuk mendapatkan
lujuan bare dengan model pendekatan
baru.

Post-privatisasi bisa dikategorikan
sebagai perubahan organisasi yang
bersifal morphogenetik, dimana tidak
hanya struklur dan proses organisasi
lama SOE dirubah, lebih dari itu
privatisasi memunculkan perdebatan
tentang penetapan kembali tujvan SOE
dan ‘public interest dan 'nallonal inter-
esf ke tujuan yang barorientasi pasar
{market oriented). Sementara cara untuk
mencapai lujuan juga berubah dari cara
birokrasi, subsidi dan perlindungan
peraturan pemerintah ke metode
efisiensi pasar, transparansi dan
penerapan good gorporate governance.
Bisa dikatan bahwa privalisasi adalah
pintu gerbang untuk dilakukannya
perubahan mendasar dalam struktur
organisasi SOE.

Perubahan baik yang bersifat
morphostatis dan morphogenetis bisa
merubah skema interpretasi, namun
berbeda bagaimana cara mem-
pengaruhinya. Morphostatis memodifi-
kasi skema interpretasi secara
inkremental, sementara morphogenetis
merubah skema interpretasi secara
radikal, dimana paradigma, norna dan
nilai organisasi dirubah {Argyris & Scon,
1978). Merubah proses Kerja untuk
mengimplementasikan strategi dan
struktur organisasi merupakan salah
satu contoh perubahan yang bersifat
morphostatis. Dimana, perubahan
dalam perubahan misi dan strategi
perusahaan merupakan ilustrasi dari

perubahan morphogenesis. Parubahan
morphogenesis diyakini memiliki
dampak yang mendalam dan signifikan
bagi organisasi.

Dalam privatisasi. dan post-
privatisasi kedua perubahan baik yang
bersifat morphostalis dan morphogen-
esis terjadi. Dimana privatisasi tidak
hanya merubah cara berbisnis SOE
melainkan juga merupah misi utama
dan slrategi SOE. Sehingga perubahan
skema interpretasi karyawan bisa terjadi
secara radikal, ketika dirubahnya misi
dan strategl SOE, dan Juga larjadi secara
inkremental, dimana adanya perubahan
dalam proses dan metode berbisnis
SQE. Perubahan skema interpretasi
secara radikal biasanya ditandai dengan
adanya persepsi tentang krisi yang
cukup kuat untuk ‘unfreeze' skema
inlerprelasi anggota organisasi, selain
itu juga fase ini ditandai dengan
menurunnya kinerja atau manajemen
perusahaan tidak lagi mampu mengatur
organisasi, perubahan kekuasaan dan
distribusi pemahaman (mearning} terjadi
{Milter & Friesen, 1980). Hal ini semakin
menunjukkan validitas bahwa skema
interpretasi yang ada lidak cukup dan
membutuhkan perubahan (Bartunek,

" 1984).

Parubahan baik yang bersifat radikal
(morphogenesis) ataupun pelan-pelan
(morphostatis) membutuhkan proses
dialog, dimana perspektif baru bertemnu
dengan perspektif lama. Top manaje-
men, yang memiliki peluang untuk
berinteraksi dengan pihak luar selama
proses post-privalisasi, adalah skema
interpretasi pertama dalam

dan mencegah munculnya perilaku
resis-tensi akan perubahan.

Untuk menciptakan kepedulian dan
logika akan pentingnya perubahan
semasa post-privatisasi, top manaje-
men harus menganalisa kondisi inter-
nal dan eksternal organisasi dan
memmbangun konsepsi akan organi-
sasi melalui proses yang disebut
‘sensemaking (Gioia- & Chittipedd|,
1991). Kemudian skema interpretasi top
manajemen didistribusi ke seluruh
anggota organisasl- melalui proses yang
disebul 'sensegiving' (Gioia &
Chittipeddi, 1991}. Biasanya dalam
proses ini digunakan simbol dan aksi
simbolik untuk mengkomunikasikan
bahwa skema interpretasi lama sudah
tidak bisa dipakai dan harus berubah.
Aktivitas tersebut memungkinkan
adanya instabilitas adalam nggota
organisasi tentang bagaimana meman-
dang organisasi dan sekaligus meminta
karyawan membuat makna baru.

Pendekatan interpretasi berdasar-
kan kepada asumsi bahwa pemahaman
manusia dan aksi yang dilakukan
berdasarkan interpretasi dari informasi
yang diterima dan kejadian dimana si
individu terlibat. Pemahaman dan aksi
kemudian sangat tergantung pada
bagaimana si individu mengartikan
sebuat even dan peristiwa (Daft & Weick,
1984). Sehingga interpretasi tidak hanya
subyektil namun juga sebagai konstrain
alas tujuan yang ingin dicapai individu
(Gioia & Chittipeddi, 1991).

Sensemaking sangat berkailan
dengan konstruksi pemahaman dan re-

organisasi yang berkomuni-
kasi dengan faklor ekstemal,
dan pihak yang menyatakan
bahwa organisasi SOE harus
berubah, memiliki gambaran
yangjelas tentang prases post-
privatisasi dan hasil yang
diharapkan. Namun seperti
yang disebutkan diawal,
bahwa perubahan akan bisa
berjalan dengan lancar kalau
karyawan memiliki pandangan
yang sama akan pentingnya
perubahan seperti pandangan

Sensemaking

/ Orpanization mcmhcrship\

Member of TMT Sensegiving

/ Other orpanization Stakeholder \

top manajemen, yang kernu-
dian mengarahkan perilaku

Scurce: Gioia & Chitlipeddi (1991)
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konslruksi dengan melibatkan pihak-
pihak yang terkait dengan perubahan
struktur dan stratei organisasi. Semen-
tara sensegiving mengacu kepada
ugaha untuk mempengaruhi sense-
making dan konstruksi pamahaman
organisasi melalui pengartian ulang
realitas organisasi. .

Melalui proses sensemaking dan
sensegiving setama posl-privalisasi
diharapkan akan adanya proses
komunikasi dan pertukran informasi
antara top manajemen SOE yang
diprivatisasi dengan para karyawan,
unluk menciptakan pemahaman
bersama akan pentingnya iransformasi
organisasi. Aklivitas sensemaking
sangatlah penting, karena top manaje-
men akan dapat memahami aspirasi
dan pemahaman tentang perubahan
organisasi yang tengah berlangsung dari
para karyawan, yang kemudianinformasi
ini dikombinasikan dengan informasi
dari perubahan intemal dan ekstemal
inslitusit SOE. Di sisi lain, sensegiving
memberikan peluang bagi tep manaje-
men untuk mengkomunikasikan
perspektif mereka dan selanjutnya
mendafatkan umpan balik {feadback)
dari para karyawan tentang proposisi
yang ditawarkan. Dan informasi
umpanbalik akan didapat melalui
aklivitas sensemaking. Sehingga
proses anlara sensegiving dan
sensemaking dapat dilihat sebagai
proses dua arah dan proses dialog
antaratop manajemen dengan karyawan
dalam period post-privatisasi.

Proses ini tidak hanya mampu
memfasilitasi komunikasi dan per-
tukaran informasi untuk saling mem-
perikan input, namun juga akan dapat
mengurangi ‘gap’ skema interpretasi
antara top manajemen dengan para
karyawan. Pertukaran informasi melalui
proses Kornunikasi memungkinkan top
manajemen menyediakan input baru
dalam hal informasi dan data dalam
proses interpretasi karyawan. Menyedia-
kan data dan informasi memberikan
kantribusi positif terhadap pembentukan
skema interprelasi baru, dan membaniu
proses ‘scanning dan pengumpulan
data. Menyediakan informasti ientang
kondisi dan tujuan dari perubahan
secara jelas akan mengarahkan

konslruksi skema interpretasi karyawan
seperti yang diharpkan top manajemen
dalam period pst-privatisasi. Selain itu
pula proses ini memungkinkan top
manajemen untuk mentransfer '‘embed-
ded knowladge' alau “tacit knowledge
{Polanyi, 1958; Penrase, 1959) kepada
karyawan, yang memberikan kejelasan
akan proses perubahan. Kemudian
karyawan juga akan mampu mernberi-
kan 'signal’ tentang pemahaman
mereka dalam proses sensemaking.
Ketika top manajemen merasa hasil
yang dicapai tidak seperti yang
diharapkan, mereka dapat mengulangi
proses sensegiving. Hal ini tentunya
ditujukan unluk menciptakan konsensus
dan pemahaman bersama diantara
aktor tentang arti, nilai dan validitas
perubahan organisasi, dimana hal ini
meripakan kondisi penting dalam
keseragaman langkah dalam suatu
instilusi (Cliver, 1992).

Akhimya, tujuan akhir dan terpenting
dari proses ini adalah semakin ber-
kurangnya ‘gap’ persepsi lentang
perubahan antara top manajemen
dengan karyawan dalam post-privati-
sasi. Dengan adanya kesamaan logika,
persepsi dan pemahaman dari proses
perubahan akan membuat karyawan
lebih terbuka dan manjaubkan dari
perilaku resistensi. Melalui proses ini
karyawan akan merasa dilibatkan untuk
berpartisipasi dalam membuat per-
ubahan dan hal ini merupakan salah
satu solusi untuk meredam perilaku
resistensi (Lawrence, 1973). Dengan
proses sensemaking, para karyawan
bekas SOE merasa tidak ditinggalkan
dan dilibatkan dan berkontribusi dalam
proses perubahan selama post-
privatisasi, yang kemudian akan
memberikan dukungan alas perubahan
struklur dan organisasi bekas SOE.

Kesimpulan

Privatisasi adalah proses yang
sangat kompleks (Ramamaurti, 2000),
dimana proses ini akan mengantarkan
SCE menuju transformasi crganisasi
dalam period post-privalisasi. Selama
ini fenomena privatisasi rmenjadi obyek
penelilian dan pembahasan dari sisi
ekonomi (Ramamurti, 1987b; Perotti,
1995), polilik (Boycko etal, 1996; Durrant

& Legge, 2002; Rothgeb, 2002) dan
keuangan (Boubakri & Cossel, 1998,
Magginson et al., 1994; Assar & Young,
2002). Selain ilu juga, perhatian kita
sangat lerpusat untuk memahami
mengapa privatisasi dilakukan di banyak
negara dan faklor-faktor apa yang
mempengaruhinya. Sedangkan Kkita
lupa akan proses yang akan terjadi di
internal organisasi SOE setelah di
privatisasi, terutama dalam periade post-
privalisasi. Dimana dalam periode ini,
bekas SOE mengalami transformasi
organisasi yang sangat radikal, yang
tidak jarang ditlandai dengan kenflik in-
ternal maupun sksternal, penurunan
kinerja dan.restruklurisasi perusahaan.

Privatisasi adalah proses perubahan
institusi yang tidak hanya sebatas
pemindahan kemepilikan dan kontrol
akan SOE dari suatu negara ke pihak
swasta, Lebih dari itu, proses ini akan
berdampak besar lidak hanya dari sisi
ekenomi dan keuangan SOE, melainkan
juga dari sisi manusia {Cunha & Coo-
per, 1995). Dimana karyawan SOQE hasil
privatisasi dituntul untuk dapat
menyesuaikan dirni dengan lingkungan
baru perusahaan. Sehingga perubahan
seperli desain pekerjaan, proses inter-
nal perusahaan, performance measure-
ment, dan ‘reward and punishmenf juga
perlu disesuaikan dalam periode post-
privatisas.

Dan sisi teori organisasi dan teoi
manajemen strategi, privatisasi lebih
dilihat sebagai proses lransformasi
organisasi yang bersifat mendalam.
Dimana manajemen baru SOE hasil
privatisasi diharapkan mampu men-
translormasi strategi dan struktur
organisasi lama SOE untuk lebif adaplif
dengan lingkungan baru dalam post-
privalisasi (Sparrow & Cooper, 1998).
Perdebatan baru muncul ketika
privatisasi yang dilakukan oleh banyak
negara tidak seluruhnya menghasilkan
kinerja seperti yang diharapkan semula
{Neliis, 1998}, sementara Baumol (1998)
juga menyatakan privatisasi berpeluang
menurunkan kinerja SOE.

Post-privatisasi adalah periode
dimana organisasi lama SOE meng-
alami proses lransisi dan perubahan.
Menjadi sangat penting bagaimana
proses perubahan organisasi bisa
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berjalan dengan lancar. Untuk bisa
mendapatkan dukungan atas per-
ubahan yang dilakukan, lop manajemen
SOE hasil privatisasi perlu untuk melihat
skema interpretasi para karyawan.
Bahwa sudut pandang dan landasan
pemikiran manajer barbeda dengan
karyawan. Memungkinkan perubahan
organisasi akan dianikan berbeda dan
berpotensi untuk menimbulkan perilaku
resistensi terhadap transformasi
organisasi (Zinder, 1974; Miller &
Friesen, 1980; Bartlett & Keyser, 1974).

Pertukaran data dan informasi
mengenai proses lransformasi organi-
sasi melalui kemunikasi top manaje-
men-karyawan akan bisa membangun
pemahaman bersama tentang penting-
nya transformasi organisasi SOE (Gioia
& Chittipeddi, 1991). Melalui proses
sensegiving dan sensemaking mem-
perkecil kemungkinan perbedaan
interpretasi top manajemen dengan
karyawan. Hal ini penling dilakukan,
karena proses ini memberikan kontribusi
postif tarhadap pengurangan resiko
perilaku resistensi dan dalam waktu
bersamaan membangun dukungan
alas perubahan dar karyawan. Karena
perubahan organisasi akan benyak
mengalami kesulitan kalau hal ini tidak
mendapat dukungan dari karyawan
{Greiner & Barnes, 1970).
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